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Abstract  
 
Sport in 21st century poses many threats, such as doping scandal,  
underage player transfer, and sport corruption. Match-fixing is one 
of sport manipulation examples, also commonly known as sport-
fixing. The detrimental effect of match-fixing to sport industry has 
raised the urgency of international police cooperation, because of 
the transnational nature of this crime. The type of research used in 
this research is explanative, aiming to explain the connection 
between variable. The variable is cooperation between Indonesia 
Interpol and Italy Interpol, with background fact that Indonesia has 
not set the law regarding match-fixing crime yet. This research tries 
to explain why Indonesia is willing to cooperate with Italy to handle 
Pho Hoch Keng case. The result from this research are in the 
implementation of cooperation, Indonesia is not only looking for 
material benefit from the cooperation, but also maintaining 
reputation of the state. 
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1. Pendahuluan 
Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang dapat kita rasakan dan lihat 
saat ini tentunya memberikan dampak dan perubahan yang luas bagi setiap aspek 
kehidupan manusia. Kemajuan teknologi dan komunikasi juga menyebabkan perubahan 
kelompok kriminal. Selain itu, perubahan global telah berdampak pada lingkungan 
(environmental), teknologi, ekonomi dan sosial, juga mendorong perkembangan dunia 
kejahatan (Interpol, 2014). 
Selain itu, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi juga telah mengubah 
bentuk kejahatan konvensional yang ada. Jika sebelumnya kejahatan-kejahatan yang 
terjadi di dunia secara mayoritas hanya terjadi dalam lingkup domestik sebuah negara, 
maka saat ini kita dapat melihat bentuk kejahatan yang tidak saja terjadi di lingkup 
domestik. Transnational Crime adalah sebuah bentuk kejahatan yang dilakukan di lebih 
dari satu negara yang berdampak signifikan terhadap negara lain (UNODC, 2000). 
Kini muncul salah satu bentuk transnational crime model baru yakni skandal 
pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola atau yang biasa disebut dengan match-
fixing. Match-fixing adalah salah satu contoh dari manipulasi dalam bidang olahraga atau 
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yang biasa dikatakan dengan sport-fixing. Definisi sport-fixing menurut European Affairs 
adalah memanipulasi hasil akhir  atau berbagai aspek dalam sebuah kompetisi atau 
pertandingan yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan finansial bagi para pengatur 
pertandingan (European Affairs, 2012). 
Italia yang pada tahun 2006 terlibat skandal Calciopoli yang juga merupakan salah 
satu tindakan match-fixing, menyatakan bahwa match-fixing merupakan salah satu tindak 
kejahatan pidana, karena di Italia match-fixing dianggap sebagai penipuan dalam sebuah 
kompetisi olahraga yang tercantum dalam artikel 1 pasal 401/1989, paragraf 1, 2 dan 3. 
Undang-undang ini menyatakan bahwa pengaturan pertandingan yang disengaja dapat 
mengakibatkan seseorang dipenjarakan, karena match-fixing di Italia sudah dikategorikan 
sebagai tindak pidana. Match-fixing sendiri memiliki interpretasi hukum yang berbeda-
beda di tiap negara, misalnya seperti Indonesia yang belum menyatakan bahwa Match-
fixing sebagai tindak pidana. Menurut data dari European Affairs tingkat pengaturan skor 
di benua Eropa pada sepak bola dari tahun 2009-2011 mengalami peningkatan yaitu pada 
tahun 2009 terjadi 45 kasus, meningkat di tahun 2010 menjadi 58 kasus, dan pada tahun 
2011 meningkat drastis menjadi 93 kasus (European Affairs, 2012). 
Untuk meningkatkan upaya memberantas kejahatan match-fixing yang nyatanya 
bersifat transnasional. Italia mulai menjadikan tersangka kejahatan match-fixing sebagai 
salah satu Red Notice Interpol. Salah satu tersangka bernama Pho Hoch Keng oleh Interpol 
Italia dimasukan sebagai Red Notice dalam daftar Interpol pusat yang bertempat di Lyon, 
Perancis. Berdasarkan mekanisme tersebut, maka Indonesia yang termasuk sebagai salah 
satu anggota dari Interpol juga dilibatkan dalam kerjasama penangkapan pelaku match-
fixing Pho Hoch Keng karena Interpol pusat sudah memasukannya kedalam daftar Red 
Notice.  
Lalu bagaimana peran Interpol khususnya NCB-Jakarta dalam menangani kasus 
ini? Di satu sisi, Indonesia belum menyatakan kejahatan match-fixing sebagai sebuah 
tindak pidana sehingga tidak dapat melakukan pengekstradisian Pho Hoch Keng ke Italia. 
Hal ini didasarkan pada asas-asas ekstradisi bahwa Indonesia dapat bahkan wajib menolak 
ekstradisi jika tidak memenuhi prinip-prinsip kejahatan ganda (double criminality) 
(Vademikum, 2012: 40). 
Ditambah lagi, proses pengekstradisian seorang tersangka dapat ditolak jika 
Indonesia belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara peminta tersebut. Selain itu, 
proses ekstradisi juga dapat memakan waktu yang panjang, yang dapat merepotkan 
Indonesia sendiri (Vademikum, 2012). 
Penolakan terhadap permintaan ekstradisi pernah dilakukan, seperti sikap Korea 
Selatan yang menolak menyerahkan buronan asal Indonesia bernama Joko Soegiarto 
Tjandra yang divonis bersalah atas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sebesar Rp 
904 miliar dan harus menjalani hukuman penjara selama dua tahun setelah Jaksa 
mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Selain itu MA mewajibkan Joko 
membayar denda Rp 15 juta dan menyita uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 Milliar. 
Namun pada kenyataannya Indonesia tetap membantu Italia dalam penangkapan Pho Hoch 
Keng, walaupun Indonesia sebenarnya bisa saja menolak permintaan ekstradisi terhadap 
Pho Hoch Keng. 
Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dibahas adalah mengapa Interpol 
Indonesia NCB Jakarta ikut serta dalam penangkapan tersangka kasus match-fixing 
bernama Pho Hoch Keng. Secara lebih jauh, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
alasan Interpol Indonesia untuk ikut serta dalam penangkapan tersangka Pho Hoch Keng 
yang merupakan salah satu Red Notice. 
Teori yang digunakan adalah Teori Kerjasama Internasional dari paradigma 
liberalisme institusionalis. Teori Kerjasama Internasional diharapkan dapat menjelaskan 
 37 
tentang alasan suatu negara untuk bekerjasama dengan negara lain. Dengan teori ini akan 
diketahui alasan kerjasama Indonesia dengan Italia, di mana dalam sebuah kerjasama tidak 
perlu memandang siapa yang lebih diuntungkan dalam sebuah kerjasama, yang terpenting 
dalam sebuah kerjasama adalah kedua belah pihak saling merasakan keuntungan dari 
kerjasama (Snidal, 1991). 
Tipe penelitian ini adalah eksplanatif, yaitu mencoba menjelaskan mengapa 
Interpol Indonnesia mau melakukan kerjasama dengan Interpol Italia dalam penangkapan 
Pho Hoch Keng. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, yaitu 
mengumpulkan data-data tentang variabel-variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, 
jurnal, dan sumber lain yang kredibel dan sesuai di bidangnya untuk membantu analisis, 
seperti annual report dari organisasi internasional serta publikasi yang berkaitan dengan 
penelitian. 
 
2. Pembahasan 
Pho Hoch Keng adalah salah seorang angggota dari kelompok kejahatan teroganisir 
pimpinan dari Tan Seet Eng yang disebut oleh Kepolisian Italia sebagai “Singapore 
Syndicate”. Sindikat tersebut ditengarai telah terlibat dalam kasus pengaturan dan 
penyuapan terhadap beberapa pejabat, manajemen, dan pemain dari beberapa klub 
sepakbola yang berkompetisi di liga sepakbola Italia. Singapore Syndicate juga terlibat 
dalam pengaturan hasil pertandingan agar sesuai dengan keinginan mereka demi 
mendapatkan keuntungan yang besar dari pasar judi di Asia. Pho Hoch Keng ditangkap di 
Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam operasi Interpol Sunbird pada tanggal 23 
Maret 2015. 
Indonesia bisa saja melepaskan Pho Hoch Keng dari masa tahanan, 
membebaskannya dan tidak berperan aktif dalam menolong Interpol Italia dalam 
penangkapan Pho Hoch Keng seperti yang terjadi pada kasus Joko Soegiarto Red Notice 
asal Indonesia yang melarikan diri dan sedang berada di Korea Selatan dan seperti yang 
dilakukan Indonesia pada kasus Abu Quassey, buronan asal Australia atas kasus people 
smuggling yang tertangkap di Indonesia namun tidak diekstradisi ke Australia. 
Peneliti menemukan bahwa tindakan Indonesia menolak membantu Australia 
bukan didasarkan kepentingan materi semata, melainkan ada hal lain yang ingin Indonesia 
capai dari penolakan bantuan Indonesia terhadap Australia. Alasan peneliti menyatakan hal 
di atas dikarenakan pada tahun 2000-2002 kerjasama ekonomi antara Indonesia dan 
Australia mengalami peningkatan sebesar 25,2% (www.dfat.gov.au, 2015). 
Apalagi pada tahun 2001 hubungan Indonesia dan Australia yang sempat renggang 
akibat referendum Timor-Timur pada tahun 1998 mulai terjalin kembali dan Indonesia – 
Australia sepakat untuk kembali melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi dan 
pertahanan, karena Indonesia dan Australia memiliki hubungan yang saling melengkapi 
antar satu dengan yang lainnya. 
Jika dilihat kembali meski Indonesia mempunyai perjanjian ekstradisi dengan 
Australia, menurut Yusril Izza Mahendra, untuk kasus Abu Quassey, Indonesia tidak 
mempunyai kewajiban untuk mengekstradisinya ke Australia. Apalagi, Abu Quassey 
bukan berkewarganegaraan Australia, melainkan berwarganegaraan Mesir. Selain itu, 
kejahatan yang disangkakan Australia terhadap Abu Quassey tentang penyelundupan 
manusia (people smugling) bukanlah pidana di Indonesia (www.liputan6.com, 2003) 
Perbandingan sikap yang diambil Indonesia seperti penjelasan di ataslah yang 
menjadi turning point dalam penelitian ini. Dilihat dari berbagai aspek, penolakan 
permintaan bantuan ini bukan didasarkan atas dasar keuntungan semata tetapi ada faktor 
pendorong lain yang menyebabkan Indonesia melakukan tindakan seperti itu. Karena jika 
Indonesia berasalan menolak permintaan ekstradisi Australia dikarenakan keuntungan 
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yang didapat Indonesia dari bekerjasama dengan Italia lebih besar, maka peneliti 
membuktikan bahwa kerjasama dengan Australia malah lebih mendatangkan keuntungan 
yang lebih besar. 
Penelitian ini menilai bahwa selain alasan karena tidak memenuhi unsur-unsur 
kejahatan ganda, penolakan permintaan ekstradisi Pemerintah Australia oleh Pemerintah 
Indoenesia itu terjadi dikarenakan Pemerintah Indonesia menilai bahwa pada dua tahun 
sebelumnya yaitu pada tahun 2001 dan 2002, Pemerintah Australia bergerak lambat dalam 
penanganan kasus pengemplang dana BLBI lainnya sejumlah Rp 1,5 triliun, yang 
dilakukan mantan Direktur Bank Surya, Adrian Kiki, yang divonis seumur hidup oleh 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2002, juga berhasil melarikan diri ke Australia, 
dan bahkan menjadi warga negara di Australia (www.liputan6.com, 2003). Padahal 
Australia adalah salah satu dari lima negara yang sudah melakukan perjanjian ekstradisi 
dengan Indonesia selain Malaysia, Filipina, Thailand dan Hongkong (Vademikum, 2012). 
Sehingga jika dilihat dari teori yang disampaikan oleh Snidal yaitu dalam menjalin 
kerjasama tidak perlu memandang siapa yang lebih diuntungkan dalam sebuah kerjasama 
tersebut, yang terpenting dalam sebuah kerjasama adalah kedua belah pihak saling 
merasakan diuntungkan dari kerjasama yang dilakukan (Snidal, 1991). Indonesia menolak 
bekerjasama dengan Australia dalam penanganan kasus ekstradisi Abu Quassey 
dikarenakan Indonesia merasa Australia tidak berperan aktif dalam membantu Indonesia 
menangkap tersangka asal Indonesia yang melarikan diri ke Australia bukan lagi berbicara 
mengenai keuntungan semata, namun berbicara tentang harga diri sebuah negara. Oleh 
karenanya Indonesia menolak melakukan kerjasama tersebut. 
Oleh karena itu, penelitian ini menemukan fakta bahwa teori yang disampaikan 
oleh Snidal di mana dalam sebuah kerjasama tidak penting siapa yang mendapatkan 
keuntungan lebih banyak, tetapi yang terpenting kedua belah pihak yang bekerjasama 
merasakan keuntungan dari kerjasama itu tidak bisa digunakan dalam penelitian ini. Di 
mana sebenarnya Indonesia dalam menjalin hubungan kerjasama dengan sebuah negara 
bukan hanya memikirkan keuntungan materi semata, tetapi juga memikirkan hubungan 
baik, di mana antara Indonesia dan Australia pada tahun 2001 sedang mengalami 
hubungan yang kurang baik berbeda dengan hubungan Indonesia dan Italia yang dalam 65 
tahun berjalan dengan baik.  
Selain itu memang ada kepentingan nasional Indonesia yang ingin dicapai dari 
hasil kerjasama Indonesia denngan Italia, di mana Indonesia dapat menjadikan kasus ini 
sebagai pelajaran dan masukan guna membantu pemerintah dalam pembuatan undang-
undang tentang pengaturan skor dunia olahraga. Argumen ini  didasarkan pada fakta 
bahwa kasus kejahatan match-fixing tengah menjadi sorotan di Indonesia dan belum ada 
undang-undang yang jelas untuk mengatur hukuman dari kejahatan ini. Kepentingan 
berupa asistensi dan dukungan dalam bidang olah raga tersebut dapat  menjadi perolehan 
yang didapat Indonesia dengan menjalin kerjasama dengan Italia, selain kepentingan untuk 
menjaga harga diri, dua hal yang tidak dapat Indonesia dapatkan dari kerjasama dengan 
Australia. 
Kesimpulan ini kemudian memunculkan temuan baru di mana peneliti menemukan bahwa 
independensi Interpol sebagai penegak hukum dalam menangani kejahatan dapat 
diintervensi bagian eksekutif dan legislatif sebuah negara. Dalam konteks ini,  hubungan 
politik suatu negara dengan negara lain dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam 
penanganan kejahatan, meskipun idealnya penegakan hukum oleh lembaga yudikatif harus 
terlepas dari pengaruh, apalagi intervensi, lembaga eksekutif dan legislatif sebuah negara 
sehingga penegakan hukum dapat berjalan adil dalam pelaksanaannya. 
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3. Kesimpulan 
 Analisis dalam penelitian ini menunjukan bahwa kepentingan yang ingin 
dicapai sebuah negara dalam menjalin kerjasama bukanlah hanya keuntungan materi 
semata, melainkan nama dan hubungan baik. Argumen tersebut didasarkan temuan dalam 
penelitian  di mana kepentingan yang diraih Indonesia melalui kerjasama dengan Italia 
dalam bidang keamanan seperti pelatihan tentara wanita, kepentingan bidang ekonomi 
seperti ekspor-impor bahan industri, bidang pariwisata dan bidang pertanian bukanlah 
menjadi faktor determinan untuk melakukan kerjasama. 
Temuan peneliti ini juga menghasilkan kesimpulan bahwa sebuah kebijakan negara 
dalam penanganan tindakan kejahatan dapat dipengaruhi oleh faktor politik yang sedang 
berjalan saat itu, sehingga hubungan sebuah negara dapat mempengaruhi birokrasi di 
bawahnya dalam membuat kebijakan. Hal ini terlihat dalam kasus Abu Quassey, di mana 
dalam konteks penanganan kejahatan, Abu Quassey bisa diekstradisi ke Australia namun 
Indonesia menolaknya dikarenakan hubungan Indonesia dan Australia yang sedang tidak 
baik. 
Oleh karena itu, alasan mengapa Interpol Indonesia mau membantu permintaan 
ekstradisi Interpol dapat disebabkan oleh hubungan Indonesia yang baik dengan Interpol 
Italia, dan Italia dalam sejarahnya selalu menghormati Indonesia dalam kerjasama yang 
telah dibangun selama sekitar 65 tahun. 
Selain itu memang ada kepentingan nasional Indonesia yang ingin dicapai dari 
hasil kerjasama Indonesia dengan Italia, di mana kasus ini dapat dijadikan sebagai 
pelajaran dan masukan bagi Indonesia guna membantu Pemerintah Indonesia dalam 
pembuatan undang-undang tentang pengaturan skor dunia olahraga. Kasus ini adalah kasus 
yang sedang marak terjadi di Indonesia dan belum ada undang-undang yang jelas untuk 
mengatur hukuman dari kejahatan ini. 
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